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Abstract. This research discusses Pancasila values in the formation of customary law through philosophical and
sociological approaches. Pancasila as the basis of the state has an influence in the formation of national law, but
its relationship with customary law, traditions and local norms requires further adjustments. This philosophical
approach emphasizes the values of Pancasila, such as Belief' in One Almighty God, Just and Civilized Humanity,
and Social Justice. This is different from sociological research that examines the response of indigenous
communities to the function of Pancasila and the dynamics of social adaptation that occur. This research also
provides scientific participation in understanding between national and local legal systems, and also provides a
basis for legal policy regarding the dynamics of Indonesian socio-culture.
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Abstrak. Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum adat melalui
pendekatan filososfis dan sosiologis. Pancasila sebagai dasar negara berpengaruh dalam pembentukan hukum
nasional, namun keterkaitannya dengan hukium adat, tradisi, dan norma lokal membutuhkan penyesuaian lagi.
Pendekatan filosofis itu menegaskan pada nilai-nilai pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang Adil dan Beradap, dan Keadilan Sosial. Lain halnya dengan sosiologis, penelitian yang mencerna respon
Masyarakat adat terhadap fungsi pancasila dan dinamika adaptasi sosial yang terjadi. Penelitian ini juga memberi
partisipasi ilmiah dalam memahami antara system hukum nasional dan lokal, dan juga memberikan dasar bagi
kebijakan hukum terhadap dinamika sosial budaya Indonesia.

Kata Kunci : Pancasila, Hukum Adat, Pendekatan Filosofis, Pendekatan Sosiologis, Nilai-Nilai Pancasila.

1. PENDAHULUAN
Hukum adat di Indonesia adalah bagian penting dari sistem hukum nasional yang
dihormati oleh masyarakat lokal.! Namun, dengan perkembangan zaman dan perubahan

situasi, menjaga agar hukum adat tetap relevan menjadi semakin sulit.” Di tengah dinamika

I'F.R. A. L. Neuman, Hukum Adat dan Modernitas di Indonesia, Penerbit : Universitas Indonesia, 2021, hlm.
45

2R. S. Hidayat, Dinamika Hukum Adat dalam Konteks Perubahan Sosial, Jurnal Hukum dan Masyarakat, vol.
12, no. 2, 2023, him. 78
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ini, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara menawarkan panduan filosofis dan
sosiologis yang penting dalam membentuk dan mengembangkan hukum adat di tanah air?

Pancasila, sebagai dasar negara, mengandung lima sila yang mendasari semua
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam konteks hukum adat.* Prinsip-
prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral dan etika, tetapi juga memberikan
arahan dalam pembentukan dan penerapan hukum adat yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat ° . Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum adat tidak hanya
mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum nasional dan lokal tetapi juga merupakan
bagian dari usaha untuk menjaga keadilan sosial dan melestarikan budaya lokal.6

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila
dapat diintegrasikan secara efektif dalam pembentukan hukum adat di Indonesia, serta
untuk mengeksplorasi dampaknya terhadap struktur sosial dan hukum di masyarakat.7
Pendekatan filosofis akan digunakan untuk memahami landasan ideologis dari Pancasila,
sedangkan pendekatan sosiologis akan menyoroti bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut
mempengaruhi masyarakat adat dan interaksi sosial merekas.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani
kesenjangan antara hukum nasional dan adat yang sering kali dianggap bertentangan.’
Dengan mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum adat, diharapkan
dapat ditemukan solusi untuk mengatasi tantangan ini serta memperkuat integrasi sosial
dan hukum di Indonesia'®.

Sebagai latar belakang, sejumlah studi terakhir menunjukkan bahwa penerapan

nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum adat menghadapi berbagai kendala, termasuk

3 setiawan, A. (2020). Pancasila Sebagai Ideologi Hukum di Indonesia : Tinjauan Filosofis dan Praktis. Jakarta :

Universitas Indonesia.

4A. Soekanto, Pancasila sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Hukum Adat, Penerbit
RajaGrafindo Persada, 2020, him. 102

3> Nugroho,D. (2021). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Konteks Hukum Adat:Kajian Sosiologis dan Filosofis
(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada ).

®M. A. Prabowo, Pancasila dan Hukum Adat: Sinergi untuk Keadilan Sosial dan Pelestarian Budaya, Jurnal
Hukum dan Budaya, vol. 15, no. 1, 2022, hlm. 56

7S. W. Nugroho, Integrasi Nilai Pancasila dalam Hukum Adat: Analisis dan Implikasi Sosial, Jurnal Hukum
dan Keadilan, vol. 18, no. 3, 2024, him. 120

8 Rahayu,S. ( 2023). Transformasi Hukum Adat di Indonesia:Prespektif Pancasila dan Sosial. (Bandung :
Universitas Padjadjaran).

°D. K. Sari, Menjembatani Hukum Nasional dan Adat: Tantangan dan Solusi, Penerbit Media Hukum, 2023,
hlm. 89

10 Prabowo,H. (2020). Hukum Adat dan Pancasila: Menyelaraskan Tradisi dan Modernitas (Surabaya:
Universitas Airlangga)
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perbedaan interpretasi dan resistensi dari komunitas adat yang berpegang pada tradisi
mereka sendiri.!! Oleh karena itu, tinjauan ini akan mencakup analisis komprehensif
mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterjemahkan ke dalam praktik hukum

adat yang adil dan berkelanjutan.'?

2. METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu
proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab
isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskiptif. Metode penelitian
yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.Normatif (doktrinal)
kepustakaan (/ibrary research),yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka
seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya. '3
Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

a.
b. Pendekatan kasus (case approach)

o

Pendekatan konseptual (conceptual approach)

&

Pendekatan historis (historical approach)
e. Pendekatan perbandingan / Figih Muqoron(comparative approach) '
Yurisdis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari
bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.'®

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian

' Widianto,B. (2024). Kesesuaian Pancasila dalam Hukum Adat: Studi Kasus dan Analisis Empiris (Malang :
Universitas Brawijaya)

12 L. F. Wulandari, Implementasi Nilai Pancasila dalam Praktik Hukum Adat: Pendekatan Adil dan
Berkelanjutan, Jurnal Studi Hukum, vol. 21, no. 2, 2024, him. 45

13 Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Jurnal Ilmu
Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah
TAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

4 Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana
Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia.2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang
Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Figih Perbandingan Mazhab. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum
Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, him. 61.

15 Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati: 2023 4nalisis Kawin
Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. El-Faqgih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2,
Oktober 2023. Hal. 144-145.
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kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library
research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi
dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang
sejenisberdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti.
Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif.
Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron
penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan
perundang-undangan, kitab-kitab figh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik
yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasikan dan menganalisis teks
materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung

oleh data dari sumber sekunder. '

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana nilai-nilai
Pancasila dapat diterapkan dalam pembentukan hukum adat di Indonesia serta
mengevaluasi dampak dari penerapan tersebut terhadap masyarakat adat dan sistem hukum
nasional.!” Fokus pembahasan mencakup analisis filosofi Pancasila dalam konteks hukum
adat, dampak sosiologis dari penerapan nilai-nilai Pancasila, serta tantangan dan solusi

yang mungkin muncul dalam proses implementasinya.'®

Filosofi Pancasila dalam Hukum Adat
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki lima sila yang masing-
masing dapat memberikan arah dan landasan dalam pembentukan hukum adat. '

Pemahaman mendalam mengenai filosofi Pancasila sangat penting untuk memastikan

16 Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Figih Dalam Kitab
Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maragi. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5
Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

17S. A. Kurniawan, Penerapan Nilai Pancasila dalam Hukum Adat: Analisis Dampak dan Implikasi, (Jakarta:
Penerbit Perspektif, 2024)

18 M. R. Setiawan, Filosofi Pancasila dan Hukum Adat: Pendekatan Sosiologis dan Tantangan Implementasi,
(Bandung: Penerbit Sinar, 2022)

19 A. S. Nugraha, Pancasila dan Hukum Adat: Integrasi Nilai-Nilai Ideologis, (Jakarta: Penerbit Abadi, 2023)
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bahwa hukum adat yang terbentuk tidak hanya selaras dengan nilai-nilai lokal tetapi juga
dengan prinsip-prinsip ideologi negara.?°
a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap dimensi spiritual dan

religius dalam pembentukan hukum adat.?!

Dalam konteks hukum adat, penerapan
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berarti hukum adat harus mencerminkan dan
menghormati kepercayaan serta praktik spiritual masyarakat adat.?? Misalnya,
keputusan hukum yang melibatkan masalah adat seperti ritual atau upacara harus
memperhatikan norma-norma religius yang berlaku dalam komunitas tersebut.?*
Integrasi nilai ini dapat memperkuat legitimasi hukum adat di mata masyarakat yang
menganggap spiritualitas sebagai bagian integral dari kehidupan mereka.?*

b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Penerapan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan perlunya
perlindungan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam hukum adat.?’
Hukum adat yang hanya mengikuti tradisi tanpa mempertimbangkan prinsip
keadilan dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama terhadap kelompok rentan
seperti perempuan dan anak-anak.’® Dengan mengintegrasikan prinsip ini, hukum
adat diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua
anggota masyarakat, serta mengurangi praktik diskriminatif atau tidak adil. ?’
Reformasi ini juga dapat melibatkan perubahan dalam prosedur hukum adat yang
menjamin bahwa keputusan diambil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan universal.

c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia
Prinsip persatuan Indonesia berfungsi untuk menyelaraskan hukum adat dengan

hukum nasional, sehingga tidak terjadi konflik antara norma lokal dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Penerapan prinsip ini

2y, R. Adi, Filosofi Pancasila dalam Konteks Hukum Adat: Penyesuaian dan Integrasi, (Jakarta: Penerbit
Cendekia, 2023)

A, W. Kurniawan, Filosofi Ketuhanan dalam Hukum Adat, (Jakarta: Penerbit Karya Bangsa, 2022).

22 D. S. Raharjo, Integrasi Nilai Ketuhanan dalam Sistem Hukum Adat, (Yogyakarta: Penerbit Mandala, 2023)
3 S, L. Santoso, Norma Religius dan Praktik Adat dalam Penegakan Hukum, (Bandung: Penerbit Maju, 2021)
24 R. P. Widodo, Legitimasi Hukum Adat dan Nilai-Nilai Spiritual, (Jakarta: Penerbit Insan, 2024)

% E. K. Sari, Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat: Menerapkan Prinsip Kemanusiaan, (Yogyakarta: Penerbit
Pusaka, 2022)

2 R. A. Kurniawan, Keadilan dalam Hukum Adat: Menyikapi Ketidakadilan Terhadap Kelompok Rentan,
(Bandung: Penerbit Harapan, 2022)

27'S. M. Santosa, Prinsip Kemanusiaan dalam Hukum Adat: Perlindungan dan Keadilan, (Yogyakarta: Penerbit
Jaya, 2024)
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memerlukan evaluasi dan adaptasi hukum adat agar tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip dasar hukum negara’. Proses harmonisasi ini membantu dalam

menciptakan kerangka hukum yang koheren dan mencegah terjadinya dualisme

hukum yang dapat membingungkan masyarakat.

d. Sila Keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan.
Prinsip ini mendorong proses pembentukan hukum adat melalui musyawarah dan
konsensus, yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat adat.
Pendekatan ini memastikan bahwa hukum adat dibentuk dan diterapkan secara
demokratis, mencerminkan kehendak kolektif komunitas, dan mampu merespons
perubahan sosial yang terjadi. Musyawarah juga memastikan bahwa keputusan
hukum adat tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan atau hierarki tertentu tetapi
pada kehendak dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

e. Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Prinsip keadilan sosial berfokus pada penyediaan keadilan dan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Dalam konteks hukum
adat, penerapan prinsip ini berarti hukum adat harus mampu mengatasi ketidakadilan
sosial dan ekonomi yang mungkin ada dalam masyarakat adat. Ini termasuk
memberikan akses yang adil terhadap sumber daya, perlindungan hukum, dan
kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat. Penggunaan prinsip ini
juga mendorong hukum adat untuk mengatasi isu-isu seperti kemiskinan,

ketimpangan, dan eksklusi sosial.

Dampak Sosiologis Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum adat dapat menghasilkan dampak
signifikan terhadap struktur sosial dan dinamika masyarakat adat. Dampak-dampak ini
meliputi perubahan dalam interaksi sosial, penguatan norma-norma keadilan, serta

adaptasi terhadap sistem hukum nasional.

28 E. K. Wibowo, Prosedur dan Keadilan dalam Hukum Adat: Pendekatan Reformasi, (Surabaya: Penerbit
Cahaya, 2023)
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Penguatan Integrasi Sosial

Penerapan nilai Pancasila berpotensi untuk memperkuat integrasi sosial antara
hukum adat dan hukum nasional. Dengan menyelaraskan hukum adat dengan prinsip-
prinsip Pancasila, hukum adat dapat lebih mudah diterima dan dihormati oleh masyarakat
serta lebih harmonis dengan sistem hukum negara. Hal ini membantu dalam menciptakan

sistem hukum yang komprehensif dan koheren yang mendukung kesatuan sosial.

Perubahan dalam Struktur Sesial

Perubahan dalam hukum adat yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila
dapat menyebabkan transformasi dalam struktur sosial masyarakat adat’. Misalnya,
penerapan prinsip keadilan sosial dapat mengurangi ketimpangan dan memperbaiki posisi
perempuan dan kelompok rentan dalam masyarakat adat. Perubahan ini juga dapat
memperkuat kohesi sosial dengan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki

akses yang adil terhadap hak dan perlindungan hukum.

Adaptasi terhadap Sistem Hukum Nasional

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum adat memerlukan adaptasi
terhadap sistem hukum nasional. Proses ini melibatkan penyesuaian norma-norma hukum
adat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional®.
Adaptasi ini dapat membantu mencegah konflik hukum dan memfasilitasi penerimaan

hukum adat dalam konteks nasional yang lebih luas.

Tantangan dan Solusi
Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum adat dihadapkan pada berbagai

tantangan yang memerlukan pendekatan dan solusi yang efektif.

Perbedaan Interpretasi dan Kontradiksi

Perbedaan dalam interpretasi nilai-nilai Pancasila dan norma-norma hukum adat
dapat menyebabkan konflik dan ketidakselarasan. Misalnya, interpretasi yang berbeda
tentang prinsip keadilan sosial dalam konteks hukum adat dapat menyebabkan
ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat adat’. Untuk mengatasi
tantangan ini, penting untuk mengadakan dialog terbuka dan konsultasi antara semua
pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, pemerintah, dan akademisi. Hal ini dapat

membantu mencapai pemahaman bersama dan solusi yang memadai'°.
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Resistensi Budaya dan Identitas

Beberapa komunitas adat mungkin menolak penerapan nilai-nilai Pancasila jika
dianggap mengancam tradisi dan identitas budaya mereka. Resistensi ini dapat muncul
karena kekhawatiran bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dapat mengubah atau
menghilangkan praktik budaya yang sudah ada''. Solusi untuk tantangan ini adalah dengan
pendekatan inklusif dan sensitif yang melibatkan komunitas adat dalam proses
pembentukan hukum adat. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila

diterapkan dengan cara yang menghormati dan melestarikan adat istiadat yang ada'?.

Kompleksitas Integrasi Hukum

Mengintegrasikan hukum adat yang berlandaskan Pancasila dengan sistem hukum
nasional dapat menjadi kompleks dan memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga.
Proses ini memerlukan penyusunan regulasi yang jelas dan prosedur yang transparan untuk
memfasilitasi hukum yang efektif'?. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, akademisi,
dan tokoh adat sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang harmonis dan

berfungsi dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum adat di Indonesia
menawarkan potensi besar untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, berkelanjutan,
dan harmonis. Dengan mengintegrasikan lima sila Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin
oleh

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat Indonesia ke dalam hukum adat, kita dapat memperkuat legitimasi
hukum adat serta memastikan bahwa hukum tersebut selaras dengan prinsip-prinsip
keadilan dan persatuan nasional. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini juga dihadapkan
pada berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi antara hukum adat dan prinsip
Pancasila, resistensi budaya dari komunitas adat, serta kompleksitas dalam integrasi
dengan sistem hukum nasional. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan
dialog terbuka antara pemangku kepentingan, pendekatan inklusif yang menghormati adat
istiadat lokal, dan kerjasama yang erat antara lembaga pemerintah, akademisi, dan tokoh

adat.
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Dengan langkah-langkah ini, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum adat

tidak hanya akan memperkuat sistem hukum nasional tetapi juga memperbaiki keadilan

sosial dan integrasi sosial di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini memungkinkan

hukum adat untuk berfungsi secara efektif dalam konteks yang lebih luas, memperkaya

dan menyempurnakan sistem hukum nasional Indonesia.

Untuk memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum

adat di Indonesia dapat dilakukan dengan efektif, beberapa langkah strategis dapat
diambil:

1)

2)

3)

4)

Peningkatan Dialog dan Konsultasi antara Pemangku Kepentingan

Memperkuat dialog dan konsultasi antara pemerintah, tokoh adat, akademisi, dan
masyarakat adat sangat penting. Proses ini memastikan bahwa semua pihak memiliki
kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dan berkontribusi dalam proses
pembentukan hukum adat. Dialog yang inklusif membantu mengidentifikasi potensi
konflik atau perbedaan interpretasi serta mencari solusi yang diterima bersama.
Pelibatan Komunitas Adat dalam Proses Pembentukan Hukum

Melibatkan komunitas adat secara aktif dalam setiap tahap pembentukan hukum adat
adalah kunci untuk memastikan bahwa hukum tersebut mencerminkan nilai dan
kebutuhan masyarakat adat. Partisipasi masyarakat adat dalam musyawarah dan
pembuatan keputusan dapat memperkuat legitimasi hukum adat serta memastikan
bahwa adat istiadat lokal tetap dihormati dan dilestarikan.

Pendidikan dan Sosialisasi tentang Pancasila dan Hukum Adat

Program pendidikan dan sosialisasi yang menyeluruh tentang nilai-nilai Pancasila
dan penerapannya dalam hukum adat sangat diperlukan. Ini mencakup pelatihan bagi
para pemangku hukum adat, aparat pemerintah, dan masyarakat umum tentang cara
penerapan prinsip-prinsip Pancasila secara praktis dan efektif dalam konteks hukum
adat.

Pengembangan Kerangka Regulasi yang Jelas

Pengembangan kerangka regulasi yang jelas dan transparan diperlukan untuk
memfasilitasi integrasi hukum adat dengan hukum nasional. Regulasi ini harus
mengatur prosedur harmonisasi dan penyesuaian hukum adat dengan prinsip-prinsip
Pancasila dan hukum negara. Kerangka ini perlu fleksibel namun tetap memastikan

bahwa prinsip-prinsip dasar tidak dilanggar.



5)

6)

7)

Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Hukum
Adat di Indonesia : Sebuah Tinjauan Filosofis dan Sosiologis

Pemantauan dan Evaluasi Implementasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi hukum adat yang
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara berkala. Proses ini
melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat dan lembaga pemerintah,
untuk menilai dampak hukum tersebut terhadap masyarakat dan melakukan
penyesuaian jika diperlukan.

Fasilitasi Penelitian dan Studi Kasus

Melakukan penelitian dan studi kasus mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila
dalam hukum adat di berbagai daerah akan memberikan wawasan yang berharga
tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini dapat membantu
dalam pengembangan model-model penerapan yang lebih baik dan menyediakan
bukti empiris untuk mendukung kebijakan dan keputusan hukum.

Promosi Keadilan Sosial dan Perlindungan Hak

Penekanan pada prinsip keadilan sosial dalam hukum adat harus dilakukan dengan
serius. Hukum adat harus mencakup mekanisme untuk memberikan perlindungan
yang adil bagi semua anggota masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan.
Evaluasi kebijakan dan praktik hukum adat harus dilakukan untuk memastikan
bahwa mereka berfungsi secara adil dan tidak menciptakan ketidakadilan baru.
Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan proses implementasi nilai-nilai
Pancasila dalam hukum adat dapat dilakukan dengan lebih efektif dan memberikan
manfaat maksimal bagi masyarakat adat dan masyarakat Indonesia

secara keseluruhan.
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